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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan risiko fraud 
keuangan BUMDes dan model pencegahan risiko fraud. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan pengumpulan data melalui wawancara pada beberapa 
informan yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tidak ada 
transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di mana 
laporan keuangan BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan 
bendahara BUMDes. Adanya manipulatif data Pendapatan Asli 
Desa (PADes) khususnya pendapatan yang bersumber melalui 
BUMDes di mana pendapatan desa tersebut tidak sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya penerapan 
model pencegahan fraud keuangaan BUMDes yaitu 
mekanisme pengelolaan keuangan BUMDes harus sesuai 
dengan regulasi yang ditetapkan di mana setiap pendapatan 
yang masuk pada BUMDes harus dicatat sesuai keadaan yang 
sebenarnya. Pencegahan fraud selanjutnya adalah dengan 
dilakukan pengawasan oleh BPD setiap minggu sekali untuk 
memastikan bahwasannya pengelolaan BUMDes dilakukan 
dengan sistem dan regulasi yang ada. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 
pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa 
agar dapat melakukan aktivitas keuangan BUMDes sesuai 
regulasi yang ditetapkan, dan juga bagi masyarakat desa agar 
ikut serta aktif mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes. 
 
Kata kunci: BUMDes, Keuangan, Fraud, Risiko, Pencegahan 
Fraud 
 

 
 
PENDAHULUAN 

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes sangat 
strategis yang akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian 
desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Srirejeki et al., 2020). Harapan dengan 
adanya BUMDes pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada 
serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada 
(Hailudin, 2021). Di sisi lain dengan keberadaan BUMDes akan terjadi peningkatan 
kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi 
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pengangguran, selain itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang 
lebih optimal (Saputra, 2017) (Rofiah, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha dengan sebagian 
besar atau seluruh modal usaha dimiliki oleh desa yang berupa kekayaan desa dan 
digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Kekayaan desa yang 
dapat digunakan tidak terbatas pada sumber daya alam, namun juga sumber daya 
manusia sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Indrayani et al., 2019) (Maulana et al., 2024). 

Dengan kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan 
masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk 
hal baru dalam keberadaannya, sehingga di dalam prakteknya, beberapa kendala 
muncul justru terkait dalam proses pembentukannya (Salihin, 2021). Tujuan adanya 
BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan 
perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha 
BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah 
keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes merupakan 
sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang 
menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong 
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Pradani, 2020) Ibrahim et al., 
2023). 

Namun beberapa persoalan dalam pengelolaan BUMDes juga muncul seperti 
risiko fraud pada keuangan BUMDes. Di mana kecurangan (fraud) disebabkan karena 
masih lemahnya pengendalian internal suatu organisasi dan kompetensi sumber daya 
manusia yang dimiliki suatu organisasi masih kurang sehingga dapat menimbulkan 
penyelewengan dalam mengelola organisasi (Widyawati et al., 2019) (Faisol et al., 
2024). Fraud sering terjadi di berbagai lembaga organisasi, salah satunya adalah Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes). Fraud harus diidentifikasi dan dideteksi secara efektif 
untuk mengetahui pelakunya dan alasan di baliknya. Pencegahan dan pendeteksian 
fraud harus dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi (Saputri & Candra, 2023). 
Lingkungan yang tidak memungkinkan kecurangan harus diciptakan. Penemuan 
penipuan dengan cepat akan mencegah kerugian lebih lanjut (Nugroho et al., 2024) 
(Wahyudin et al., 2024). Penelitian ini fokus pada risiko fraud keuangan BMUDes dan 
pencegahan risiko fraud BUMDes sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi desa. 
Pengembangan BUMDesa menghadapi tantangan, termasuk fraud yang merugikan 
masyarakat desa (Wakhidah & Mutmainah 2021). 

Pencegahan fraud sangat diperlukan seperti dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat desa, SDM yang kompeten, whistleblowing, kepatuhan dalam pelaporan 
keuangan, dan pengendalian internal untuk meminimalkan penyelewengan keuangan 
BUMDes (Fidianatun et al., 2023) (Faisol & Wahyudin, 2024). Dengan melakukan 
pencegahan fraud secara dini, kita dapat mengendalikan pelaku potensial, 
mempersempit ruang gerak mereka, dan mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi 
(Karyono, 2003). Terdapat lima tujuan yang digunakan untuk mencegah penipuan 
secara efektif yaitu pencegahan, penangkalan, gangguan, identifikasi, dan tindakan 
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hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini, penting untuk memperbaiki tata kelola 
dan pengendalian internal. Perbaikan ini meliputi penerapan pengendalian yang efektif, 
pencegahan kolusi, memastikan kepatuhan pihak ketiga, memantau perilaku pegawai, 
menciptakan sistem pelaporan atau pengaduan fraud, memberlakukan sanksi yang 
tegas, dan melakukan audit fraud secara proaktif (Albrecht, 2003). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan temuannya bahwa fraud pada keuangan 
BUMDes terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan aktif pemerintah desa dan 
BPD, sehingga tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada keuangan BUMDes (Angi 
et al., 2021; Priandini & Biduri, 2023). Penelitian lain juga menyatakan bahwa tindakan 
pencegahan fraud diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan dan kecurangan, di 
mana kepala desa dan perangkat desa, termasuk pengurus BUMDes yang memiliki 
keterbatasan kompetensi, dapat meningkatkan potensi dalam pengelolaan keuangan 
(Laksmi & Sujana, 2019; Fidianatun et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen penting dalam mencegah 
fraud. Untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa, diperlukan 
profesionalisme dan keahlian dalam pengelolaan keuangan (Candra, Hidayatullah, et al., 
2024) BUMDes seperti pelatihan dan bimbingan sangat penting untuk meningkatkan 
pemahaman dan keterampilan (Candra, Fadli, et al., 2024) masyarakat desa dalam 
mengelola BUMDes (Hapsari et al., 2021; Atika & Fitriyah, 2023). 

Riset yang lain juga menyatakan bahwa faktor penting dalam pencegahan fraud 
adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kemampuan, pengetahuan, dan 
perilaku individu dalam melaksanakan tugas profesional secara efektif merupakan 
faktor penentu efektivitas sistem dan proses kerja (Jaya & Rafi, 2018; Adi, 2022). Riset 
yang lain juga menemukan bahwa sistem pelaporan whistleblowing juga merupakan 
fasilitas penting dalam pencegahan fraud, di mana pegawai atau pihak terkait dapat 
melaporkan tindakan yang salah secara independen dan rahasia tanpa takut adanya 
tindakan balasan. Laporan langsung dari pegawai menjadi sumber informasi kunci 
dalam mendeteksi dan mencegah tindakan fraud (Safrizal, 2022; Faisol et al., 2024). 
Penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan BUMDes yang baik memiliki 
korelasi positif dengan tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan BUMDes (Munti 
& Fahlevi, 2017). Akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan BUMDes 
(Dwilaksana et al., 2023), di mana pengurus BUMDes bertanggung jawab atas tugas, 
wewenang, dan kewajiban mereka, termasuk memberikan informasi keuangan BUMDes 
yang terbuka dan adil (Iswahyudi et al., 2023; Azizah & Nuswantara, 2023). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan risiko fraud keuangan 
BUMDes dan model pencegahan risiko fraud keuangan BUMDes. Penelitian ini 
mempunyai berbedaan dari penelitian yang sudah ada, di mana penelitian terdahulu 
hanya memaparkan tentang fraud keuangan BUMDes atau pencegahan fraud keuangan 
BUMDes, sedangkan penelitian ini mengupas lebih dalam risiko fraud keuangan 
BUMDes dan juga memberikan model pencegahan fraud pada keuangan BUMDes. 
Sehingga selain memaparkan fraud keuangan BUMDes juga memaparkan pencegahan 
risiko fraud keuangan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada beberapa pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat 
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melakukan aktivitas keuangan BUMDes sesuai regulasi yang ditetapkan, dan juga bagi 
masyarakat desa agar ikut serta aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes 
(Wakhidah & Mutmainah 2021; Ferdyanti & Priono, 2022). 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Risiko 

Risiko dapat diartikan dengan kemungkinan insiden atau keadaan yang 
mengancam pencapaian tujuan dan target organisasi. Menurut (Meyling et al., 2023) 
bahwa definisi risiko adalah peluang terjadinya kerugian (risiko merupakan terbukanya 
kemungkinan kerugian). Dan Firdayanti, (2012) menjelaskan bahwa risiko adalah suatu 
konsekuensi yang bersifat negatif serta muncul sebab adanya ketidakpastian dalam 
pengambilan keputusan. Dari Romney & Steinbart, (2011) bahwa risiko adalah insiden 
yang teridentifikasi yang dievaluasi pada berbagai cara yang berbeda. Menurut KBBI 
Risiko merupakan dampak yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) 
berasal dari suatu perbuatan atau tindakan. 
 
Fraud 

 Fraud menurut Karyono, (2013) adalah sebuah fleksi dan tindakan melawan 
aturan yang sengaja dilakukan seorang untuk tujuan tertentu seperti menipu atau 
menyampaikan hal yang keliru kepada pihak lain, baik dalam organisasi maupun luar 
organisasi. Menurut Viaene & Dedene, (2004) menyatakan bahwa fraud adalah defleksi, 
kesalahan, dan ketidakberesan dalam persoalan keuangan. Fraud bisa diartikan sebagai 
penyakit yang tidak mudah terjamin. Cara terbaik untuk mengobati penyakit adalah 
mencegahnya bukan mengobatinya. Menurut Prasetyo, (2014) fraud yang dapat 
terungkap adalah bagian kecil pada peristiwa kecurangan secara holistik. 

 
Pencegahan Fraud  

Pencegahan fraud merupakan sebagai upaya menangkal dan mempersempit 
ruang gerak dari pelaku fraud, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki 
risiko tinggi terhadap fraud (Karyono, 2013). Sementara Amrizal, (2004) 
mendefinisikan bahwa pencegahan fraud sebagai segala upaya untuk menghilangkan 
dan meminimalisir penyebab terjadinya tindakan fraud. Pencegahan fraud juga dapat 
diartikan menjadi penghalang yang kuat bagi individu atau kelompok orang untuk 
melakukan tindakan fraud, sehingga pencegahan fruad dapat mengurangi risiko 
kerugian organisasi yang diakibatkan dari tindakan fraud (Anugerah, 2014). 
 
 
METODE 

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana metode 
kualitatif yang digunakan untuk menulis pada kondisi benda yang alamiah, di mana 
peneliti merupakan kunci instrumen (Candra, 2023). Dalam metode kualitatif 
(Kurmaniah & Candra, 2024) memberikam gambaran bahwa secara umum dapat 
membantu peneliti dalam mengungkap atau menganalisis suatu kejadian seperti dalam 
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penelitian ini mengungkap risiko fraud keuangan BUMDes dan model pencegahan  fraud  
keuangan di BUMDes. Untuk mendapatkan informasi penting tersebut, maka peneliti 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan risiko 
fraud keuangan BUMDes dan model pencegahan risiko fraud keuangan BUMDes. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara 
terhadap informan (Candra, Fahri, et al., 2024) yang berkecimpung dalam pengelolaan 
BUMDes seperti ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan pengurus 
BUMDes lainnya. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan menggunakan metode 
interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan(Putra et al., 2024). Selanjutnya dari data yang peneliti 
dapatkan seperti data hasil wawancara, selanjutnya peneliti akan melakukan evaluasi 
terkait temuan risiko fraud yang terjadi pada pengelolaan keuangan BUMDes. Dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa 
keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2011). Teknik triangulasi tersebut 
dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan (Rita et al., 
2025)seperti ketua BUMDes dengan sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, serta 
membandingkan dengan informan lain yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tidak Adanya Transparansi dalam Laporan Keuangan BUMDes  

Wisata alam menjadi salah satu pilihan wisata keluarga, salah satunya wisata 
alam dengan hamparan sawah dipenuhi padi yang mana di kelola BUMDes di Desa X. 
Selain dikelola BUMDes setempat secara profesional, Wisata ini dilengkapi dengan 
fasilitas menggiurkan dan akan membuat betah para pengunjung yang mendatanginya. 
Seperti penataan yang apik dengan lokasi, serta dikelilingi hamparan sawah yang 
menghijau, resto dengan menu ala Madura serta tempat spot selfy. Didukung lagi dengan 
akses jalan yang hanya 250 M dari jalan raya (Gapura Desa X), dengan lahan parkir yang 
luas dikelilingi sejumlah Gazebo tempat bersantai menikmati kuliner ala masakan 
Madura seta tempat untuk meeting kapasitas sedang. 

Di sisi lain, pengolaan BUMDes di Desa X tidak begitu memaparkan tentang 
laporan keuangannya, yang di mana adanya ketidakjelasan tentang keuangan yang 
menjadi privasi bagi pengelolaan sistem pengeluaran serta pemasukan dari BUMDes di 
Desa X tersebut. Hal itu memberikan dampak negatif dalam sisitem keuangan BUMDes 
di Desa X, di mana setiap pendapatan dan pengeluaran dari Desa X itu harus ada laporan 
pertanggungjawabannya. Jadi, BUMDes di Desa X harus menerapkan sistem transparasi 
dalam laporan keuangan, agar tidak terjadi kerugian atau fraud dalam pengelolaan 
keuangan BUMDes. Terkait hal ini disampaikan langsung Bapak Badrus selaku pengurus 
BUMDes: 

 “Selama Bumdes ini terbentuk dari 2 tahun yang lalu tidak ada 
transparansi dalam pengelolaan keuangan termasuk transparansi 
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laporan keuangannya, sehingga hal tersebut berpotensi dapat 
menyebabkan fraud keuangan BUMDes di Desa X.” 

Dari apa yang diutarakan oleh Bapak Badrus selaku pengurus BUMDes tersebut 
bahwasannya pengelolaan keuangan Bumdes di Desa X belum melakukan transparansi 
laporan keuangan pada pengurus BUMDes dan juga masyarakat desa. Hal itu nampak 
dari setiap uang masuk dan uang ke luar pada BUMDes tidak ada dalam sistem laporan 
keuangan BUMDes yang jelas. Sehingga hal ini dapat berpotensi pada risiko fraud 
keuangan BUMDes di Desa X. Selain itu peneliti juga menanyakan lagi pada Bapak Yanto 
selaku pengurus BUMDes: 

“Ya, selama ini tidak ada transparansi dalam laporan keuangan BUMDes, di 
mana laporan keuangan BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan 
bendahara BUMDes. Harusnya kan pengelolaan keuangan BUMDes itu harus 
terbuka kepada semua pihak termasuk pengurus BUMDes dan masyarakat 
desa. Namun selama ini yang mengetahui laporan keuangan BUMDes hanya 
ketua dan bendahara saja, sehingga hal itu menyebabkan potensi adanya 
kecurangan pada BUMDes.” 

Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Yanto selaku pengurus BUMDes 
bahwasannya pengelolaan keuangan BUMDes itu harus terbuka dan seluruh pengurus 
BUMDes harus mengetahui juga tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan 
BUMDes. Sehingga hal tersebut mengurangi potensi risiko fraud yang terjadi pada 
pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa 
keuangan BUMDes tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dalam 
membuka peluang sebuah usaha, seperti berdagang, dan kepentingan lainnya yang 
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Dalam hal ini pengelolaan 
keuangan BUMDes harus di ketahui oleh seluruh pengurus BUMDes tidak hanya ketua 
dan bendahara. Namun, di BUMDes X ini hanya 2 orang saja yang mengetahuinya yaitu 
ketua dan bendahara saja, di mana hal tersebut dapat berpotensi pada risiko fraud 
keuangan BUMDes. 

 
Manipulatif Data Pendapatan BUMDes 

Praktik manipulasi laporan keuangan sering dilakukan dalam organisasi baik itu 
organisasi swasta maupun pemerintah. Hal ini juga terjadi pada laporan keuangan 
BUMDes yang memanipulasi laporan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber 
dari BUMDes. Selama 2 tahun berdiri BUMDes di Desa X di mana Pendapatan Asli Desa 
yang bersumber dari BUMDes tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya, hal itu 
ada indikasi manipulatif data Pendapatan Asli Desa, sehingga terjadi praktik fraud tiap 
tahunnya. Fraud yang terjadi di BUMDes ini, seperti data penjualan, pendapatan yang 
masuk setiap bulannya, dan lainnya. Hal tersebut harus dihindari agar tidak 
menimbulkan kerugian pada keuangan BUMDes, dan agar masyarakat percaya bahwa 
Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes itu digunakan untuk 
kepentingan masyarakat desa. Manipulatif data pendapatan desa tersebut membuat 
BUMDes tidak berjalan dengan semestinya. Terkait hali ini diungkap langsung oleh 
Bapak Ahmad selaku sekretaris BUMDes menyatakan bahwa: 
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“Selama BUMDes ini dibentuk, memang berpotensi adanya fraud seperti 
memanipulatif data Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari BUMDes, 
sehingga berpotensi pada fraud Pendapatan Asli Desa, di mana ada 
manipulatif data seperti data penjualan, data keuangan BUMDes lainnya.” 

Dari apa yang disampaikan Bapak Ahmad bahwasanya selama pengelolaan 
keuangan BUMDes ini berjalan sering terjadi manipulatif pada data Pendapatan Asli 
Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes, sehingga data pendapatan BUMDes 
tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, sehingga dengan tindakan fraud 
manipulatif data ini dapat berpotensi kerugian serta mengalami risiko fraud pada 
keuangan BUMDes ini. Selain itu peneliti juga menanyakan lagi kepada Bapak Badrus 
selaku pengurus BUMDes: 

“Benar selama ini sering terjadi manipulatif data pendapatan BUMDes, di 
mana hal tersebut menyebabkan fraud dalam hal pendapatan BUMDes. 
Seharusnya BUMDes ini melakukan transparansi terkait pendapatan desa 
yang masuk pada BUMDes, sehingga masyarakat percaya bahwa dana 
tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perlu 
kiranya adanya pengawasan aktif atau pengecekan dari BPD setiap 
minggunya, sehingga dapat mencegah terjadi fraud manipulatif data.” 

Senada dengan yang disampaikan Bapak Badrus selaku pengurus Bumdes 
bahwasanya data pendapatan desa yang masuk ke BUMDes itu sering tidak sesuai 
dengan data yang sebenarnya, di mana setiap uang masuk pada BUMDes berpotensi 
adanya manipulatif data sehingga tidak tercatat dengan kebenarannya, sehingga hal 
tersebut berpotensi fraud pada keuangan BUMDes. Padahal penginputan data 
pendapatan desa itu harus diketahui oleh semua pengurus BUMDes, dan masyarakat 
desa juga harus mengetahui bahwa data pendapatan desa yang masuk ke BUMDes itu 
digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya 
pencegahan fraud keuangan BUMDes dengan pengawasan aktif yang dilakukan BPD 
setiap minggu sekali untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes sesuai 
dengan regulasi yang ada. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan fraud 
manipulatif data keuangan BUMDes. 
 
Pencegahan Fraud Keuangan BUMDes 

Fraud masih menjadi informasi fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan 
kasus-kasus yang saat ini tengah berkembang dalam masyarakat. Association Of 
Certified Fraud Examiners menggolongkan fraud dalam tiga jenis, yaitu kecurangan 
dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Fraud dapat terjadi di 
instansi pemerintah dan perusahaan. BPK RI menyatakan bahwasannya menemukan 
adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Temuan tersebut merupakan 
indikasi bahwa dalam pengelolaan keuangan pada organisasi belum menyajikan 
informasi keuangan yang handal dan masih rawan, terhadap kecurangan, sehingga 
diperlukan upaya pencegahan fraud lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan 
upaya represif, antara lain menghindari kerugian negara yang lebih besar, serta 
rusaknya nama baik institusi dan individu. Selain itu, melakukan pencegahan dari awal 
akan lebih murah dan lebih efektif daripada mendeteksi setelah terjadinya fraud.  
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Fraud di dunia BUMDes ini sudah sering terjadi sehingga memerlukan adanya 
pencegahan lebih lanjut, karena pengelolaan BUMDes ini sering tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada, seperti memanipulatif data pendapatan BUMDes, sehingga hal 
tersebut mengalami potensi pada risiko fraud keuangan BUMDes. Pencegahan fraud di 
BUMDes ini harus segera dilakukan agar tidak merugikan semua pihak termasuk 
BUMDes dan Pemerintah Desa. Pencegahan fraud tersebut bisa dilakukan dengan cara 
ketika salah satu pengurus BUMDes melakukan penginputan data pendapatan desa, 
seharusnya pengurus tersebut melakukan sesuai data yang masuk pada BUMDes, 
sehingga hal tersebut menghindari potensi fraud yang terjadi di BUMDes ini. Terkait 
hali ini Bapak Ahmad menyatakan selaku sekretaris BUMDes: 

“Pengelolaan BUMDes yang berjalan ini berpotensi pada risiko fraud. 
Sehingga dalam pengelolaan BUMDes perlu adanya pelaporan sesuai 
dengan regulasi yang sudah di tetapkan. Contohnya laporan keuangan 
BUMDes dibuat harus sesuai dengan yang sebenarnya dan juga dalam 
menyampaikan laporan keuangan BUMDes harus tepat waktu.” 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku sekretaris BUMDes bahwa 
pengelolaan BUMDes yang berjalan berpotensi pada risiko fraud. Sehingga hal tersebut 
tidak ada perkembangan dari BUMDes tersebut. Fraud yang sering terjadi yaitu 
manipulatif data pendapatan desa yang bersumber dari BUMDes. Oleh karena itu, harus 
ada regulasi yang ketat baik dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan 
BUMDes. Selain pada itu keberadaan BUMDes di Desa X ini harus ada pengawasan dari 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini, bisa mengetahui adanya fraud yang 
dilakukan di BUMDes tersebut. Pengurus BUMDes membuat rancangan yang berkaitan 
dengan pengawasan di BUMDes terkait data pendapatan desa yang bersumber dari 
BUMDes, yang mana dalam hal ini harus ada pengawasan yang ketat agar tidak 
berpontensi pada fraud BUMDes. Pengawasan ini dilakukan oleh BPD, agar setiap 
tahunnya tidak berpotensi fraud yang terjadi di BUMDes. Hal ini bertujuan agar 
mencegah kecurangan yang ada di BUMDes. 

Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan BPD, karena BPD berperan penting 
bagi berjalanannya pengelolaan BUMDes, di mana BUMDes berjalan karena adanya 
dukungan dari BPD karena BPD di sini berperan penting dalam pengawasan BUMDes, 
sehingga masyarakat percaya bahwa BUMDes yang berdiri 2 tahun terakhir terdapat 
pengawasan BPD yang ketat terhadap BUMDes. Pengawasan ini dilakukan minimal 
seminggu sekali untuk mengetahui perkembangan BUMDes, sehingga dengan 
pengawasan ini bisa mendeskripsikan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam 
pengelolaan keuangan BUMDes. Terkait hali ini Ibu Hosna selaku bendahara BUMDes 
menyatakan bahwa: 

“Selama BUMDes ini ada, pencegahan kecurangan dalam pengelolaan 
BUMDes dilakukan dengan adanya pengawasan BPD setiap seminggu sekali, 
pengawasan ini dilakukan untuk menganalisis kecurangan yang terjadi di 
BUMDes, sehingga kecurangan tersebut bisa teratasi dengan adanya 
pengawasan dari BPD.” 

Dari apa yang disampaikan Ibu Hosna selaku bendahara BUMDes bahwasannya 
selama pengelolaan BUMDes ini berjalan ada pengawasan dari BPD setiap seminggu 
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sekali, tujuan dari pengawasan tersebut untuk mengurangi potensi kecurangan yang 
terjadi pada pengelolaan BUMDes, dengan adanya pengawasan ini masyarakat desa 
percaya bahwa ketika ada kecurangan dalam pengelolaan BUMDes, maka BPD ikut 
berperan penting untuk mencegahnya. Selain itu peneliti menanyakan juga kepada 
Bapak Ayik selaku ketua BUMDes : 

 “Ya selama ini ada pengawasan yang dilakukan oleh BPD agar mengetahui 
penyebab kecurangan yang terjadi di BUMDes, pengawasan tersebut 
dilakukan setiap seminggu sekali agar kita mengetahui apa saja kecurangan 
yang terjadi di BUMDes, sehingga dengan adanya pengawasan aktif dari 
BPD maka dapat mencegah fraud pada BUMDes.” 

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ayik selaku ketua BUMDes 
bahwasanya dalam pengelolaan BUMDes ini sudah ada pengawasan aktif yang 
dilakukan oleh BPD, di mana hal tersebut bisa mengurangi risiko fraud pada 
pengelolaan BUMDes. Pengawasan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali untuk 
memastikan apakah pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan sesuai regulasi yang ada, 
sehingga pengelolaan keuangan BUMDes berjalan semestinya dan terhindar dari 
tindakan fraud yang dapat merugikan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan 
intesitas pengawasan yang lebih aktif lagi yang dilakukan BPD dalam pengawasan 
pengelolaan BUMDes di Desa X. 
 
 
KESIMPULAN 

Dari temuan yang telah disajikan dalam penelitian ini maka kesimpulannya 
adalah. Pertama, dalam pengelolaan keuangan BUMDes tidak ada transparansi pada 
semua pihak termasuk pengurus BUMDes dan masyarakat, di mana laporan keuangan 
BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan bendahara BUMDes. Kedua, adanya tindakan 
manipulatif data Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya Pendapatan Asli Desa yang 
bersumber melalui BUMDes, di mana pendapatan tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, sehingga tindakan ini dapat berpotensi pada risiko fraud keuangan 
BUMDes. Ketiga, model pencegahan fraud keuangan BUMDes di Desa X dengan 
melakukan pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan, di mana setiap 
Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes harus dicatat sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya bukan dimanipulatif sesuai kepentingan. Pencegahan 
fraud selanjutnya adalah dengan dilakukan pengawasan aktif oleh BPD setiap minggu 
sekali untuk memastikan bahwasannya pengelolaan BUMDes dilakukan sesuai dengan 
sistem dan regulasi yang ada, sehingga dapat mencegah terjadi risiko fraud yang dapat 
merugikan BUMDes. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa 
pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat melakukan 
aktivitas keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan, dan masyarakat agar ikut serta aktif 
dalam mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes. Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah terkait waktu yang begitu singkat dan juga penelitian ini hanya melakukan 
pengumpulan data melalui wawancara tidak melakukan pengamatan langsung pada 
pengelolaan keuangan BUMDes. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 
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pengamatan secara langsung pada kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan 
pengurus BUMDes. 
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